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ABSTRAK 
 

Andriani Rosita Sari, (2026):  Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tradisi 

Pulang Bainduok pada masyarakat adat Desa 

Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri 

Tengah 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya pelaksanaan tradisi 

Pulang Bainduok dalam kehidupan masyarakat adat Desa Mayang Pongkai, 

Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Tradisi ini merupakan sistem pengakuan sosial 

bagi pendatang yang menetap di wilayah tersebut melalui pembentukan hubungan 

kekerabatan dengan keluarga angkat dalam struktur adat. Dalam praktiknya, 

tradisi pulang bainduok mensyaratkan pemenuhan ketentuan adat tertentu, seperti 

penyediaan hewan sembelihan dan sejumlah uang yang disepakati untuk biaya 

adat, yang pada sebagian masyarakat dinilai dapat menimbulkan beban ekonomi, 

karena tidak semua masyarakat mempunyai kondisi ekonomi yang sama. Kondisi 

tersebut dapat memunculkan persoalan mengenai kedudukan dan kesesuaiannya 

dalam hukum Islam khuusus nya perspektif urf. Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan empiris yang bersifat 

sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan ninik 

mamak, tokoh agama, dan masyarakat adat, serta dokumentasi. Informan 

penelitian berjumlah tujuh orang yang dipilih secara purposif berdasarkan 

keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tradisi Pulang Bainduok. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tradisi Pulang Bainduok berfungsi sebagai 

kewajiban adat bagi pendatang untuk memperoleh pengakuan, kedudukan, dan 

integrasi dalam struktur masyarakat adat. Pelaksanaannya terbagi menjadi dua 

bentuk, yaitu bagi pendatang yang telah memiliki suku dan pendatang yang belum 

memiliki suku, dengan perbedaan pada proses pengesahan serta beban adat yang 

ditanggung. Secara filosofis, tradisi ini mengandung nilai identitas, perlindungan 

sosial, musyawarah, dan penguatan hubungan kekeluargaan. Dan di dalam 

tinjauan hukum Islam, tradisi Pulang Bainduok ini termasuk „urf shahih karena 

tidak bertentangan dengan prinsip syariat serta mengandung kemaslahatan dalam 

menjaga keteraturan sosial, selama tidak menimbulkan kemudaratan yang 

berlebihan. 

 

Kata Kunci: Pulang Bainduok, kewajiban Adat, urf, hukum Islam, masyarakat 

Adat
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga 

besar yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga 

keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah 

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana 

dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:  

                         

                     

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
1
 

 

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan diharapkan dapat menciptakan 

ketenteraman, kasih sayang, dan keharmonisan dalam kehidupan berumah 

tangga.  

Selain hubungan antara pasangan, kehidupan pernikahan juga tidak 

terlepas dari peran lingkungan sosial dan adat yang berlaku di masyarakat. 

Adat dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat turut mempengaruhi 

pelaksanaan kehidupan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi 

atau „urf dapat dijadikan sebagai pertimbangan selama tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariat. 

                                                           
 1 Kementerian Agama RI.Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Sukoharjo: Madinah Qur‟an), 

hlm.406. 
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Masyarakat adat Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah 

hingga saat ini masih mempertahankan berbagai tradisi yang diwariskan 

secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih dijalankan adalah Pulang 

Bainduok, yaitu kewajiban bagi pendatang yang menikah dengan warga 

setempat untuk mencari orang tua dan keluarga angkat sebagai bentuk 

penerimaan dalam lingkungan adat.  

Tradisi ini juga mengandung nilai-nilai tertentu yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat, seperti nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan 

penerimaan terhadap pendatang dalam lingkungan adat. Selain itu, tradisi ini 

muncul sebagai upaya untuk membangun hubungan kekeluargaan serta 

memberikan perlindungan bagi pihak pendatang dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Namun dalam praktiknya, tradisi Pulang Bainduok tidak hanya berfungsi 

sebagai sarana penerimaan sosial, tetapi juga menimbulkan sejumlah 

persoalan. Adanya kewajiban menyediakan hewan sembelihan serta biaya 

tertentu dalam pelaksanaannya dapat menjadi beban ekonomi bagi masyarakat, 

terutama bagi pihak pendatang. Selain itu, tradisi ini juga memiliki ketentuan 

adat yang harus dipenuhi, baik dalam bentuk kewajiban materi maupun aturan 

sosial dalam hubungan kekeluargaan. Di sisi lain, kondisi tersebut juga dapat 

menimbulkan tekanan sosial karena adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak 

melaksanakannya, seperti kurangnya pengakuan dalam lingkungan adat. 

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan, karena di satu sisi tradisi Pulang 

Bainduok dianggap sebagai kewajiban adat yang harus dilaksanakan, namun di 

sisi lain tidak terdapat kewajiban tersebut dalam hukum Islam. Bahkan, beban 
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biaya dan sanksi sosial tersebut dapat menimbulkan unsur memberatkan 

(masyaqqah), sehingga perlu dikaji apakah tradisi ini termasuk dalam kategori 

„urf shahih atau justru „urf fasid dalam perspektif hukum Islam. 

Dalam ajaran Islam, tidak terdapat kewajiban khusus yang mengharuskan 

pelaksanaan tradisi semacam ini, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai 

kesesuaian praktik Pulang Bainduok dengan prinsip-prinsip hukum Islam, 

khususnya dalam aspek kemaslahatan dan tidak memberatkan umat.
2
 

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menilai 

kedudukan tradisi ini dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan „urf, 

guna mengetahui apakah tradisi tersebut dapat diterima atau tidak dalam 

syariat. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk 

menelaah tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi Pulang Bainduok 

pada masyarakat adat Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah, 

dengan pendekatan induktif untuk menganalisis kesesuaian antara praktik adat 

dan ketentuan syariat. 

 

B. Batasan Masalah  

Untuk memudahkan dan memperdalam pembahasan dalam penelitian ini, 

maka penulis membatasi ruang lingkup kajian ke dalam tiga fokus utama. 

Pertama, penelitian ini membahas praktik tradisi Pulang Bainduok pada 

masyarakat adat Desa Mayang Pongkai, meliputi proses pelaksanaan, pihak-

pihak yang terlibat, serta ketentuan adat yang mengaturnya. Kedua, penelitian 

ini mengkaji tinjauan filosofis terhadap tradisi Pulang Bainduok, khususnya 

                                                           
 
2
 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 

81 
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mengenai latar belakang, nilai-nilai, serta alasan diberlakukannya tradisi 

tersebut dalam masyarakat adat Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar 

Kiri Tengah. Ketiga, penelitian ini menganalisis tinjauan hukum Islam 

terhadap praktik tradisi Pulang Bainduok pada masyarakat adat Desa Mayang 

Pongkai, untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam 

 

C. Rumusan Masalah 

Setelah melihat beberapa permasalahan dari pembahasan berikut, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana praktik tradisi Pulang Bainduok pada masyarakat adat Desa 

Mayang Pongkai? 

2. Bagaimana nilai-nilai filosofis tradisi Pulang Bainduok pada masyarakat 

adat Desa Mayang Pongkai? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi Pulang 

Bainduok pada masyarakat adat Desa Mayang Pongkai? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik tradisi Pulang 

Bainduok dalam masyarakat adat Desa Mayang Pongkai serta menilai 

kesesuainnya dengan hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini secara 

khusus adalah sebagai berikut :  

a. Untuk mendeskripsikan praktik tradisi Pulang Bainduok pada 

masyarakat adat Desa Mayang Pongkai. 
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b. Untuk menganalisis nilai-nilai filosofis tradisi Pulang Bainduok pada 

masyarakat adat Desa Mayang Pongkai. 

c. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi Pulang 

Bainduok pada masyarakat adat Desa Mayang Pongkai. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna sebagai berikut:  

a. Untuk memberikan pemahaman tentang penerapan ajaran Islam dalam 

tradisi  masyarakat serta pentingnya menilai adat dari perspektif 

hukum Islam agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.  

b. Untuk memberikan pandangan hukum Islam terhadap suatu tradisi 

Pulang Bainduok agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

pelaksanaannya di masyarakat.  

c. Sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Tradisi 

Tradisi berasal dari bahasa Latin traditio yang berarti sesuatu yang 

diteruskan atau diwariskan. Secara sederhana, tradisi dapat dipahami sebagai 

kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan 

suatu kelompok masyarakat. Tradisi biasanya berkembang dalam lingkungan 

yang memiliki kesamaan, baik dari segi budaya, wilayah, waktu, maupun 

agama. Hal utama dalam sebuah tradisi adalah adanya proses pewarisan dari 

generasi ke generasi, baik secara lisan maupun tertulis. Jika proses ini terhenti, 

maka tradisi tersebut dapat hilang atau punah. 
3
 

Secara umum, tradisi dapat dipahami sebagai kebiasaan yang diwariskan 

secara turun-temurun dalam jangka waktu yang lama hingga menjadi bagian 

dari kehidupan sosial masyarakat. Tradisi memiliki beberapa ciri utama, yaitu: 

a. Tradisi merupakan kebiasaan (lore) yang dilakukan bersama oleh suatu 

kelompok masyarakat sekaligus menjadi proses yang terus berlangsung. 

Hal ini menunjukkan bahwa tradisi memiliki sifat berkelanjutan dan 

diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk tindakan maupun 

ungkapan.
4
 

 

                                                           
3
 Rika oktaria putri, “Tradisi, Filosofis Dan Beberapa Problem Keagamaan”, (Jawa 

Timur: Cv Ausy Media 2021), Hlm.8 
4
 Rober Sibarani, “Pendekatan Antropolinguistik terhadap kajian tradisi lisan”, Retorika: 

Jurnal Ilmu  Bahasa, 1, no. 1 (April 2015): hlm, 4 
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b. Tradisi juga berperan dalam membentuk identitas suatu kelompok. Melalui 

tradisi, nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat menjadi 

lebih kuat, sehingga mempertegas jati diri kelompok tersebut.
5
 

c. Tradisi adalah sesuatu yang diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai 

milik bersama. Selama masyarakat tersebut masih menganggap tradisi itu 

penting dan terus melaksanakannya, maka tradisi tersebut akan tetap hidup 

dan menjadi bagian dari kehidupan mereka.
6
 

Adapun Macam-macam Tradisi sebagai berikut: 

a. Tradisi Ritual Agama 

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang beragam, 

sehingga memiliki berbagai bentuk ritual keagamaan yang berbeda-beda. 

Setiap kelompok masyarakat memiliki cara, tujuan, dan bentuk 

pelaksanaan ritual yang tidak sama, tergantung pada latar belakang 

budaya, lingkungan, serta kebiasaan yang diwariskan secara turun-

temurun.
7
 

Dalam kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan, tradisi memiliki 

pengaruh yang cukup kuat dalam mengatur perilaku individu. Tradisi sering 

kali berjalan seiring dengan agama dan menjadi pedoman dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itu, tradisi biasanya dijalankan secara bersama-sama 

dan dipatuhi oleh masyarakat karena dianggap penting dan memiliki nilai yang 

universal.
8
 

                                                           
5
 Ibid, hlm. 4 

6
 Ibid, hlm. 4 

7
 Koencjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan , (Jakarta:  Gramedia, 

1985), hlm.27 
8
 Bungaran Antonius, Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat 

Pedesaan Jawa ( Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016 ), hlm.15 
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b. Tradisi Ritual Budaya 

Tradisi ritual budaya berkaitan dengan berbagai tahapan kehidupan 

manusia, mulai dari masa dalam kandungan, kelahiran, masa kanak-kanak, 

remaja, hingga kematian. Selain itu, tradisi ini juga berkaitan dengan aktivitas 

sehari-hari, seperti mencari nafkah bagi petani, nelayan, maupun pedagang. 

Tidak hanya itu, ritual budaya juga muncul dalam kegiatan seperti membangun 

rumah, pindah tempat tinggal, hingga peresmian suatu bangunan. 

Pelaksanaan ritual-ritual tersebut umumnya bertujuan untuk memohon 

keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan. Dengan adanya tradisi ini, 

masyarakat berharap kehidupan yang dijalani selalu berada dalam keadaan 

aman dan sejahtera.
9
 

c. Adat Istiadat 

Adat istiadat dapat dipahami sebagai aturan yang telah dijalankan secara 

turun temurun dalam masyarakat hingga menjadi kebiasaan yang mengikat. 

Adat dan istiadat memiliki hubungan yang erat, karena keduanya berfungsi 

sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta 

keteraturan, kerukunan, dan kesejahteraan.
10

  

Istilah adat berasal dari bahasa Arab „adah yang berarti kebiasaan atau 

praktik yang dilakukan secara berulang. Dalam kajian Islam, „adah atau „urf 

memang bukan sumber utama hukum, tetapi dalam praktiknya sering dijadikan 

pertimbangan, terutama ketika tidak ada penjelasan yang jelas dalam Al-

                                                           
9
 Darori Amin, Islam dan Kebudayaan Jawa (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 

hlm.131 
10

 Amirul Hadi, Aceh: Sejarah Budaya, dan Tradisi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2010), hlm.173 
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Qur‟an, hadis, ijma‟, maupun qiyas. Meskipun demikian, adat yang dijadikan 

rujukan tetap tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. 

Adapun unsur terbentuknya adat antara lain: 

a) Adanya perilaku atau tindakan tertentu Dilakukan secara berulang-

ulang Berlangsung dalam jangka waktu tertentu 

b) Diikuti dan diterima oleh masyarakat luas 

Secara nyata, adat merupakan bagian dari budaya yang ada di setiap 

masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, adat menjadi salah satu unsur 

penting dalam kebudayaan karena berperan dalam membentuk 

kesadaran hidup bersama dan mendorong kerja sama dalam 

masyarakat.
11

 

d. Makna Simbolik 

Sebagai makhluk budaya, manusia tidak terlepas dari penggunaan simbol 

dalam kehidupannya. Budaya manusia pada dasarnya sarat dengan simbol, 

sehingga banyak aktivitas budaya, terutama ritual, yang mengandung makna 

simbolik. Menurut Turner, simbol merupakan bagian terkecil dalam suatu 

ritual yang mengandung makna tertentu dari tindakan yang dilakukan. 

Simbol menjadi unsur penting dalam memahami suatu tradisi, karena di 

dalamnya terdapat pesan dan nilai yang ingin disampaikan. Simbol dalam 

ritual memiliki beberapa ciri, yaitu: 

 

 

                                                           
11

Koentjaraningrat, Op.Cit, hlm.17 
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1) Memiliki banyak makna (multivokal), sehingga dapat ditafsirkan 

dalam berbagai cara 

2) Mengandung kemungkinan makna yang berbeda bahkan 

bertentangan 

3) Memiliki fungsi untuk menyatukan berbagai makna dalam satu 

kesatuan 

Oleh karena itu, dalam mengkaji suatu tradisi, penting untuk memahami 

simbol-simbol yang ada di dalamnya, seperti sesaji, doa, maupun bentuk-

bentuk ritual lainnya.
12

 

2. Pengertian Tradisi Pulang Bainduok 

Pulang Bainduok dapat dipahami sebagai suatu tradisi bagi pendatang 

untuk mencari orang tua angkat, khususnya ibu angkat, ketika ingin menetap 

atau menikah dengan masyarakat setempat.
13

 Melalui proses ini, seorang 

perantau akan dianggap memiliki hubungan kekerabatan, seperti memiliki 

suku atau mamak di Desa Mayang Pongkai. Tujuan dari tradisi ini adalah 

untuk memudahkan pendatang dalam menjalani berbagai urusan sosial 

maupun adat, sekaligus sebagai bentuk pengakuan agar ia diterima secara 

resmi sebagai bagian dari masyarakat desa tersebut. 

Pulang Bainduok juga salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh 

masyarakat Desa mayang pongkai. Tradisi ini pada dasarnya merupakan 

bentuk pengakuan atau penyesuaian diri seorang pendatang agar dapat 

                                                           
12

 Suwardi Endraswara, ”Mistik Kejawen Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam 

Budaya Spritual Jawa, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2006)”, hlm.172. 
13

 Ria Gustina, Dkk, “Process Pulang Bainduok In The Village Lipat kain Of Left 

Kampar District Kampar Regency”, Jurnal Jom Fkip, Volume 5, No 1, Hlm. 3 
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diterima sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat setempat. Melalui 

Pulang Bainduok, seorang pendatang akan memiliki orang tua angkat, 

sehingga ia dianggap sebagai bagian dari sanak saudara di lingkungan 

tersebut. 

Dengan adanya tradisi ini, pendatang tidak lagi dianggap sebagai orang 

luar, melainkan sudah memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur sosial 

masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah berbagai urusan sosial 

maupun adat, sekaligus memberikan perlindungan dan rasa aman bagi 

pendatang dalam menjalani kehidupan di desa tersebut. 

Tradisi Pulang Bainduok terbuka bagi siapa saja yang datang dari berbagai 

latar belakang suku, seperti Batak, Jawa, Minang, Melayu, Nias, Bugis, dan 

lainnya. Namun demikian, terdapat ketentuan bahwa individu yang ingin 

melaksanakan Pulang Bainduok harus beragama Islam. Ketentuan ini 

menunjukkan bahwa selain sebagai tradisi sosial, Pulang Bainduok juga 

memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh 

masyarakat setempat. 

Melalui tradisi ini, terjalin hubungan silaturahmi yang kuat antar anggota 

masyarakat, sehingga membentuk ikatan kekeluargaan yang erat. Dalam hal 

ini, keluarga memiliki peran penting sebagai tempat seseorang memperoleh 

rasa aman, penerimaan, serta dukungan dalam menjalani kehidupan sosial. 

Secara umum, fungsi keluarga dalam konteks ini antara lain sebagai 

tempat perlindungan, sumber kasih sayang, serta sarana pembentukan 

kepribadian dan perilaku sosial. Keluarga juga berperan dalam memberikan 
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bimbingan, membantu menyelesaikan masalah, serta mendukung 

perkembangan individu baik secara fisik, emosional, maupun sosial.
14

 

3. Pengertian Urf 

Urf merupakan salah satu konsep yang dibahas dalam kajian ushul fiqih yang 

berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam 

penetapan hukum Islam. Ilmu ushul fiqih itu sendiri sudah tersusun secara 

sistematis oleh imam Syafi‟i melalui karya utamanya yakni al-Risalah, yang 

tujuannya sebagai pedoman dalam menetapkan dan menafsirkan hukum 

islam.
15

 

Al-Urf menurut bahasa  يعرف -عرف  sering diartikan dengan العروف yaitu apa 

yang dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi. Secara terminologi urf 

dapat diartikan sebagai kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan 

maupun perbuatan. Sedangkan menurut ulama ushul, urf adalah apa yang 

sudah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa 

perkataan maupun perbuatan.
16

 

Urf di kalangan sebagian ulama ushul fiqih, seperti al-Nafasi, Ibnu Abidin, 

al-Rahawi, dan ibnu Nujaim, berpendapat bahwa Urf disebut juga dengan adat, 

tidak ada perbedaan antara keduannya. Namun ulama lain seperti Ibnu Human 

yang membedakannya dalam konteks sebagai dasar hukum syariat. Adat dapat 

dipahami sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang tanpa alasan 

                                                           
14

  Renol Panjaitan, "Tradisi Pulang Bainduok Sebagai Suatu Sistem Integrasi Keluarga 

Dikenagarian Pulau Gadang Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar", Jurnal Jom Fisip,  

Volume 1 No. 2, hlm. 3.  

 
15

 .M.Adib, Hamzawi, “Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.”, Inovatif:Jurnal 

penelitian pendidikan, agama, dan kebudayaan , Volume 4, No 1., hlm.6. 
16

 Darmawati, Ushul Fikih, (Jakarta: Divisi Kencana, 2019), hlm, 78.  
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logis, sedangkan urf adalah kebiasaan umum masyarakat, baik dalam ucapan 

maupun perbuatan. Jadi adat itu dianggap cakupannya lebih luas karena 

mencakup semua bentuk urf, namun tidak sebaliknya. Tetapi dari sisi lain, urf 

itu lebih umum dibanding adat, karena adat itu hanya mencakup suatu 

perbuatan saja, sedangkan urf , mencakup perbuatan dan perkataan sekaligus.
17

 

Adapun definisi urf menurut beberapa para ahli ilmu ushul fiqh 

diantaranya yaitu: 

a. Menurut Asy-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, beliau mengatakan 

“urf adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh jiwa dengan adanya 

pengakuan akal dan disambut baik oleh tabi‟at”. 

b. Menurut Abu Al-Muzhaffar al-Sam‟ani, beliau mengatakan bahwa 

“urf itu adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan dijadikan 

sebagai tradisi dalam berinteraksi di antara mereka”. 

c. Menurut Al-Ghazali, beliau mengatakan definisi urf itu adalah 

“sesuatu yang telah menetap dalam jiwa yang didasari oleh akal dan 

diterima oleh tabi‟at yang sehat”. 

Dari beberapa defnisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa urf adalah 

kebiasaan berupa perkataan atau perbuatan yang dikenal masyarakat, yang 

dilakukan berulang, dan berdasarkan akal yang sehat, dan sesuai dengan fitrah 

manusia.
18

 Suatu kebiasaan baru dapat diakui sebagai urf dalam hukum islam 

apabila diterima secara luas tanpa memandang perbedaan seperti status sosial, 

pendidikan, ekonomi, ataupun keturunan. Namun, jika hanya dikenal oleh 

                                                           
 
17

 Suwarjin, Ushul Fiqh, Cet-1, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 148-149 

 
18

 Muhammad Furqan And Syahrial Syahrial, “Kedudukan „Urf Sebagai Sumber Hukum 

Dalam Mazhab Syāfi‟ī,” Jurnal Al-Nadhair 1, No. 2 (2022): 68–118. 
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sebagian kecil masyarakat, maka hal tersebut pun tidak termasuk kedalam urf 

dalam hukum islam.
19

 

4. Dasar Hukum Urf 

Urf merupakan dalil syar‟i yang keberadaannya masih diperselisihkan oleh 

para ulama. Sebagian ulama ada yang menjadikan urf sebagai sumber hukum 

dan sebagian ulama ada yang menolak. Adapun beberapa argumentasi yang 

menjadikan alasan para ulama berhujjah dengan urf yang mana mereka 

menjadikan urf tersebut sebagai sumber hukum islam yaitu: 

a. Firman Allah SWT dalam surah al-A‟raf (7):199: 

                  

Artinya:  Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.  
20

 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan umat islam untuk melakukan 

perbuatan yang ma‟ruf, yaitu perbuatan yang dipandang baik oleh masyarakat 

muslim, sesuai dengan fitrah nya manusia, serta tidak pula bertentangan 

dengan prinsip-prinsip umum islam. Menurut Al-Qarafi , suatu hukum dapat 

mengikuti adat yang diakui di masyarakat jika selaras dengan makna ayat 

tersebut. 

b. Dukungan terhadap urf   atau adat tidak hanya berdasarkaan Al-qur‟an 

tetapi juga dari hadis yakni dari Nabi Muhammad SAW pun pernah 

bersabda sebagai berikut:  

                                                           
 
19

 M Ulfa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Masuk Suku Di Desa Bandur Picak 

Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar” (2023), Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/ 

70940/%0ahttp://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/70940/2/Skripsi Maria Ulfa.Pdf. 
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 Kementrian Agama, Op.Cit, hlm.176. 
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لْ قاَلَتْ ىِنْدٌ أمُُّ مُعَاوِيةََ لرَِسُولِ الِله ص.م. إِنَّ أبَاَ سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَ هَ 
عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخِذُ مِنْ مَالوِِ سِرِّا ؟ قاَلَ خُذِي أنَْتِ وَبَ نُ وْكِ مَا يَكْفِيكِ 

 باِلْمَعْرُوفِ 
Artinya: Hindun, ibu dari Mu'awiyah berkata kepada Rasulullah SAW: 

"sesungguhnya suami saya yaitu Abu Sufyan seorang yang 

kikir. Apakah saya boleh mengambil hartanya secara 

sembunyi- sembunyi?" Rasulullah SAW menjawab: "Ambillah 

buatmu dan anak-anakmu sekedar apa yang patut untuk 

mencukupi kamu".
21

 

 

أَنَّ ىِنْدًا قاَلَتْ للِنَّبِّْ ص.م. إِنَّ أبَاَ سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ آخِذَ مِنْ 
 . قاَلَ خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ باِلْمَعْرُوْفِ  مَالوِِ 

Artinya:  Sesungguhnya Hindun mendatangi Nabi Muhammad SAW 

seraya berkata: "Abu Sufyan itu orangnya sangat pelit semen- 

tara saya membutuhkan uang untuk keperluan hidup. Saya 

ingin mengambilnya tanpa sepengetahuan Abu Sufyan". Nabi 

pun menjawab: "ambillah untuk mencukupi kehidupanmu dan 

anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf (patut atau wajar)". 
22

 

 

Kedua hadis ini membahas, yaitu sifat kikir Abu Sufyan dalam mencukupi 

kebutuhan hidup keluarganya termasuk kebutuhan istrinya. Karena itu, 

istrinya mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian membolehkan ia 

mengambil harta suaminya, dengan syarat sesuai dengan kebutuhan diri dan 

anak-anaknya.  

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengaruh adat atau „urf terlihat 

jelas dalam hadis tersebut. Walaupun tidak disebutkan secara langsung, 

maknanya tetap menunjukkan adanya adat seperti yang kita pahami sekarang. 

Jadi, meski redaksinya berbeda, isi hadis itu tetap berkaitan dengan adat atau 

„urf. 

                                                           
 
21

 Imam Abi „Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim, Shahih Bukhari, Jilid 5-6 (Beirut: 

Darul Kitab al‟amaliyyah, 1992), hlm.193. 
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Bahkan, penggunaan „urf masih terlihat di masa para sahabat, salah 

satunya melalui perkataan Abdullah ibn Mas„ud yang berbunyi: 

 فَمَا رأََى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَ هُوَ عِنْدَ الِله حَسَنٌ وَمَا رأَوَْا سَيّْئًا فَ هُوَ عِنْدَ اللَّوِ 
 ستى

Artinya: "Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslim, maka baik pula 

menurut Allah. Dan apa yang mereka anggap buruk, maka 

buruk pula menurut Allah."  

 

Meskipun pernyataan Abdullah Ibnu Mas‟ud dianggap dsebagai hadis 

maukuf yakni hanya sampai pada masa sahabat dan bukan sabda nabi 

langsung, namun tetap bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Hal ini 

dikarenakan yang mengucapkannya adalah sahabat nabi, dan isis 

pernyataannya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Alqur‟an dan Hadis. Jadi, 

inti dari pendapat Abdullah bin Mas‟ud adalah penekanan pada pentingnya 

adat atau urf (kebiasaan masyarakat) dalam menentukan hukum.  

Penolakan terhadap urf dipertanyakan karena baik Alqur‟an, Hadis, 

maupun para ulama mendukung perannya. Pemikiran ini kemudian dilanjutkan 

oleh para ulama hingga masa tabi‟in, yang melahirkan dua aliran besar, yakni 

madrasah ahl al-hadis dan ahl ar-ra‟yi. Keduanya berperan dalam 

perkembangan ilmu ushul fikih, termasuk memasukkan konsep al-„adah atau 

adat sebagai salah satu sumber penetapan hukum Islam hingga kini.
23

 

5. Pembagian Urf 

Pembagian urf dapat ditinjau dari beberapa aspeknya, para ulama ushul 

fiqh membagi macam-macam urf dari tiga sudut pandang yaitu: 
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 Abdul Helim, Kaidah-Kaidah Fikih, Sejarah, konsep, dan Implementasi, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2024), hlm. 155-158. 
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a. Urf yang berlaku disuatu tempat atau disebut juga dari segi objeknya 

terdiri dari dua macam yaitu: 

1) Urf qawli atau lafdhi, adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam 

menggunakan kata-kata yang maknanya tersebut sudah bergeser 

dari arti aslinya.  Meski secara bahasa kata tersebut sudah memiliki 

arti yang umum, dan masyarakat pun memahami makna tersebut 

sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dilingkungan sekitar 

mereka.  Misalnya kata al-walad dalam bahasa arab bisa berarti 

anak laki-laki atau anak perempuan. Namun dalam kebiasaan 

sehari-hari, faktanya kata itu hanya dipahami sebagi anak laki-laki 

saja. Contoh lainnya, misalnya kata “Daging”, disini kata daging 

hanya sering dipahami sebagai makna daging sapi, padahal 

sebenarnya daging itu sudah mencakup semua jenis daging 

termasuk ikan. 

2) Urf Amali, adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan 

dengan perilaku sehari-hari atau kebiasaan dalam bentuk tindakan 

dan perbuatan baik dalam kegiatan umum maupun dalam kegiatan 

muamalah lainnya. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam hal jual 

beli, yang mana penjual  harus menghantarkan barang kerumah 

pembeli jika barangnya tersebut berukuran besar dan berat.
24
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b. Yang dilihat dari segi cakupan maknanya, dan urf ini terbagi menjadi 

dua macam yaitu: 

1) Urf Am, yaitu kebiasaan tertentu yang sudah berlaku secara luas di 

sseluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual 

beli mobil, yang mana seluruh alat yang diperlukan untuk 

memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dan lainnya itu semua 

sudah termasuk kedalam harga jual, tanpa akad sendiri ataupun 

tambahan biaya lainnya.  

2) Urf khas, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat 

tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Bengkulu yang ketika pada 

bulan muharram mereka merayakan tabot pada  bulan itu, dan 

banyak contoh lainnya lagi. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa seperti 

dikutip Haroen, bahwa urf khas ini tidak terhitung jumlahnya dan 

senantiasa berkembang sesuai situasi dan kondisi masyarakatnya.
25

 

c. Urf yang ditinjau oleh syariat, dari segi keabsahannya terbagi dua 

macam yaitu: 

1) Urf shahih (benar), yaitu suatu perbuatan atau kebiasaan yang 

dilakukan oleh sejumlah orang-orang yang mana yang 

dilakukannya tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak 

menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. 

Misalnya, adanya pembayaran mahar dengan cara kontan atau 

terhutang, dan kebiasaan calon suami memberikan hadiah kepada 

calon istri diluar dari mahar.  
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2) Urf fasid (rusak), yaitu suatu adat atau kebiasaan yang dilakukan 

orang-orang yang mana kebiasaan tersebut  bertentangan dengan 

ketentuan dalil syarak. Misalnya, adanya kebiasaan meminum 

minuman keras didalam hajatan, atau melakukan ritual sesajian 

pada malam satu suro.
26

 

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hanya urf 

shahih yang bisa dijadikan dasar dari suatu pertimbangan oleh para mujtahid 

dan hakim dalam menetapkan hukum atau keputusan. Ulama mazhab Maliki, 

misalnya, banyak yang menjadikan kebiasaan masyarakat madina sebagai 

dasar hukum, artinya kebiasaan tersebut dapat menjadi sumber hukum asalkan 

tidak bertentangan dengan ajaran syariat. Imam as-Syafi‟i dikenal dengan dua 

pendapatnya, yaitu qaul Qadim dan qaul Jadid, yang muncul karena terjadinya 

perbedaan kebiasaan masyarakat di baghdaddan mesir. Sementara itu, urf yang 

rusak (urf fasid) tidak bisa diterima karena bertentangan dengan nash atau 

prinsip-prinsip dasar syariat. 

6. Syarat-syarat Urf 

Karena urf  bukan merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri dan 

bergantung pada dalil syariatnya, maka penggunaannya harus memenuhi 

bebrapa syarat yaitu: 

a. Urf itu harus Berlaku secara luas, atau benar benar sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat  umum bukan hanya berlaku ditengah kebiasaan 

segelintir orang. Jika ada sebagian masyarakat yang tidak melakukannya 
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maka hal itu menujukkan bahwa kebiasaan tersebut belum menyatu 

secara umum dan tidak bisa dijadikan dasar hukum. 

b. Masih berlaku saat hukum itu diterapkan. Urf hanya bisa dijadikan 

dasar hukum selama kebiasaan itu masih hidup dan dijalankan. Jika 

sudah berubah atau ditinggalkan, maka tidak bisa lagi dijadikan 

sebagai acuan hukum.   

c. Urf itu tidak bertentangan dengan kesepakatan yang jelas. Maksudnya 

tidak ada kesepakan untuk menolaknya, jika dalam suatu kontrak atau 

kesepakatan para pihak sepakat untuk tidak menggunakan urf dan 

memilih aturan lain, maka urf tersebut tidaklah berlaku lagi bagi 

mereka.   

d. Urf tidak melanggar aturan yang sudah jelas (nash). Urf tidak boleh 

bertentangan dengan dalil yang tegas dari Al-Qur‟an atau sunnah. 

Kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran islam tidak dapat lagi 

dijadikan dasar hukum.
27

 

 Pada dasarnya, syariat islam sejak awal telah mengakui adanya adat 

istiadat masyarakat selama adat tersebut tidak bertentangan dengn Al-Qur‟an 

dan Sunnah maka islam bisa menerimanya. Islam tidak menghapus tradisi 

lama, melainkan menyaring tradisi mana yang layak dipertahankan dan tradisi 

mana yang sudah tidak layak untuk dipertahankan. 

 Islam menghargai tradisi yang membawakan menfaat banyak bagi 

masyarakat, selama tidak bertentangan dengan wahyu. Untuk menyeleksi adat 

                                                           
 
27

 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),  cet ke-2, hlm.138-

139 



 

 

21 

ini, islam menggunakan kemaslahatan. Dari hasil penyaringan, adat lama bisa 

bagi dalam empat jenis yaitu: 

1) Adat yang bermenfaat baik dari sisi isi maupun prakteknya ini 

diterima oleh islam 

2) Adat yang pada dasarnya baik, namun pelaksanaannya tidak sesuai 

syariat dan ini masih bisa diterima dengan perbaikan 

3) Adat yang banyak membawa kerugian atau keburukan ini jelas 

ditolak oleh islam. 

4) Adat yang lebih sudah lama berlaku dan diterima masyarakat serta 

tidak bertentangan dengan syariat. Meski begitu status hukumnya 

pun masih di perdebatkan dan perlu syarat tertentu untuk bisa 

dijadikan dasar hukum. 
28

 

7. Kedudukan Urf  Sebagai Dalil Syara’ 

Secara umum, Urf yang telah memenuhi syarat dapat diterima sebagai 

dasar hukum. Golongan Hanafiah menempatkannya sebagai dalil dan 

mendahulukan atas qiyas, yang disebut dengan istihsan urf. Golongan 

Malikiyah menerima urf terutama urf penduduk madinah dan 

mendahulukannya dari hadis yang lemah. Dan begitu juga berlaku dikalangan 

golongan Syafi‟iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah: “setiap yang 

datang padanya syara‟ secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara‟ 

atau bahasa maka dikembalikan kepada urf”.
29
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Para ulama sepakat bahwa „urf shahih (kebiasaan yang baik dan benar) 

dapat dijadikan sebagai dasar hujjah dalam penetapan hukum Islam, selama 

tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kesepakatan ini tercermin dalam 

pandangan beberapa mazhab fikih. Mazhab malikiyah menjadikan amal 

penduduk madinah sebagai dasar hukum, Mazhab hanafiyah menjadikan 

kebiasaan ulama kufah sebagai rujukan, dan imam syafi‟i memiliki perbedaan 

pendapat antara qaul qadim dan qaul jadid. Yang dipengaruhi oleh perbedaan 

tempat dan kondisi sosial. Ketika berada di makkah, beliau menetapkan suatu 

hukum tertentu (qaul qadim), namun setelah menetap di mesir, beliau 

menetapkan hukum yang berbeda (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa 

kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat „urf turut memengaruhi ijtihad 

hukum para ulama. Adapun „urf fasid tidak dapat dijadikan dasar hujjah 

karena bertetentangan dengan syariat. 

Kehujjahan „urf sebagai dalil syar‟i yang didasarkan pada QS. Al-A‟raf 

ayat 199:  

                  

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan 

berpalinglah dari orang-orang bodoh.
30

 

 

Melalui ayat diatas allah memerintahkan kaum muslimin untuk 

mengerjakan perbuatan ma„ruf, yaitu kebaikan yang diakui masyarakat dan 

sejalan dengan prinsip ajaran Islam. Selain itu, pendapat Abdullah bin 

Mas‟ud menegaskan bahwa sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin 

juga dinilai baik di sisi allah, dan sebaliknya. Sebagaimana ucapan sahabat 

Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas‟ud:  
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سْلِمُوْنَ سَيْئًا فَ هُوَ عِنْدَ اللَّوِ 
ُ

سْلِمُوْنَ حَسَنًا فَ هُوَ عِنْدَ الِله حَسَنٌ وَمَارأَهَُ الم
ُ

 فَمَا رَآهُ الم
 سَنِّّ 

Artinya: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi 

Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi 

Allah”. 

 

Ungkapan Abdullah bin Mas‟ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-

kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan 

tuntunan umum syari‟at Islam juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. 

Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang 

dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Maidah ayat 6: 

                        

          

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 

membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya 

bagimu, supaya kamu bersyukur”. 
31

 
 

Berdasarkan hal tersebut, adat atau „urf yang shahih wajib diperhatikan 

dalam pembentukkan dan penerapan hukum Islam karena mengandung 

kemaslahatan. Sebaliknya, urf fasid tidak boleh dijadikan dasar hukum karena 

bertentangan dengan dalil syariat. Hukum yang bersandar pada adat dan pada 

dasarnya dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan kondisi 

masyarakat, bukan karena perbedaan dalil, melainkan karena perbedaan situasi 

yang melatarbelakanginya.
32
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B. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu dan hasil penelitian yang penulis 

lakukan, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi objek kajian, fokus 

pembahasan, maupun hasil temuan. 

1. Perbedaan dengan penelitian Maria Ulfa (Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Tradisi Masuk Suku di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto 

Kampar Hulu Kabupaten Kampar) 

Penelitian Maria Ulfa memfokuskan kajian pada tradisi masuk suku 

sebagai syarat adat sebelum pernikahan, dengan penekanan pada 

kewajiban pembayaran sejumlah biaya adat yang ditetapkan oleh ninik 

mamak. Tradisi tersebut dipahami sebagai mekanisme penerimaan 

pendatang dan penguatan hubungan antar keluarga secara adat.
 33

 

Sementara itu, penelitian ini mengkaji Tradisi Pulang Bainduok secara 

lebih luas. Di Desa Mayang Pongkai, Pulang Bainduok memiliki dua 

bentuk, yaitu mencari induk adat bagi pendatang yang telah memiliki suku 

dan masuk suku bagi pendatang yang belum memiliki suku. Penelitian ini 

menekankan fungsi sosial, kedudukan adat, sanksi sosial, serta dampak 

sosial ekonomi dari Pulang Bainduok sebagai mekanisme perlindungan 

dan pembentukan identitas adat, bukan sekadar syarat formal adat 

perkawinan. 
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Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 
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2. Perbedaan dengan penelitian Yogi Pratama (Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Adat Penetapan Biaya Nikah Perkawinan Oleh Ninik Mamak di 

jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten 

Pasaman Barat).  

Penelitian Yogi Pratama berfokus pada peran ninik mamak dalam 

menetapkan biaya perkawinan dan menilai praktik tersebut sebagai „urf 

ṣaḥīḥ karena mengandung nilai kekeluargaan dan tolong-menolong. Fokus 

kajiannya terletak pada legitimasi penetapan biaya perkawinan menurut 

hukum Islam.
 34

 

Berbeda dengan itu, penelitian ini tidak menjadikan biaya 

perkawinan sebagai fokus utama, melainkan memposisikannya sebagai 

konsekuensi adat dalam proses penerimaan sosial. Penelitian ini menyoroti 

bahwa biaya dan penyembelihan hewan dalam Tradisi Pulang Bainduok 

berkaitan dengan penentuan kedudukan adat, hak, serta tanggung jawab 

sosial seseorang dalam masyarakat. 

3. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandi Afriadi (Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Tradisi Mattanra Esso Untuk Acara Pernikahan 

Dalam Suku Bugis) 

Penelitian Sandi Afriadi mengkaji tradisi penentuan hari baik 

pernikahan Mattanra Esso dalam masyarakat Bugis, dengan fokus pada 

sinkronisasi antara kearifan lokal dan nilai-nilai Islam. Tradisi tersebut 

lebih bersifat simbolik dan ritual waktu.
35
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Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena 

tidak hanya mengkaji Pratik adat, tetapi juga menganalisisnya secara khusus 

dalam perspektif urf dalam hukum Islam pada tradisi Pulang Bainduok. 

Adapun penelitian ini mengkaji tradisi yang bersifat struktural dan sosial, 

karena Pulang Bainduok berkaitan langsung dengan status kekerabatan, 

pengakuan adat, serta mekanisme penyelesaian konflik. Tradisi ini memiliki 

dampak jangka panjang terhadap kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat 

bagi pendatang yang menetap di Desa Mayang Pongkai. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara 

langsung di masyarakat untuk memperoleh data mengenai praktik tradisi 

Pulang Bainduok. Dalam pelaksanaannya, peneliti turun langsung ke Desa 

Mayang Pongkai untuk mengamati praktik tradisi Pulang Bainduok yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Mayang Pongkai. Peneliti kemudian 

mengumpulkan data dari masyarakat yang terlibat serta mencatat fakta-fakta 

yang ditemukan di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan empiris. 

Peneliti terlebih dahulu mengamati praktik tradisi Pulang Bainduok yang 

dilakukan oleh masyarakat, kemudian menggali informasi mengenai makna, 

tujuan, dan pelaksanaannya dari masyarakat adat. Selanjutnya, peneliti 

mengidentifikasi aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam tradisi tersebut dan 

membandingkannya dengan ketentuan hukum Islam. Hasil dari perbandingan 

tersebut kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan hukum 

Islam. 
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C. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Mayang Pongkai, Kecamatan Kampar 

Kiri Tengah, Kabupaten Kampar. Peneliti memilih lokasi ini karena 

masyarakatnya masih menjalankan tradisi Pulang Bainduok. Sebelum 

menetapkan lokasi, peneliti memastikan bahwa tradisi tersebut masih aktif 

dilaksanakan oleh masyarakat sehingga sesuai dengan fokus penelitian yang 

dilakukan. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek penelitian yang 

terdiri dari 2 orang ninik mamak, 1 orang tokoh agama, 1 orang masyarakat 

adat, dan 3 orang pelaku yang melaksanakan tradisi Pulang Bainduok. Peneliti 

memilih beberapa orang dari masing-masing pihak yang dianggap mengetahui 

dan terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Adapun objek dalam 

penelitian ini adalah praktik pelaksanaan tradisi Pulang Bainduok serta 

tinjauannya dalam perspektif hukum Islam. 

 

E. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data utama melalui 

wawancara langsung dengan ninik mamak, tokoh agama, masyarakat adat, 

serta pasangan yang menjalankan tradisi Pulang Bainduok. Hasil wawancara 

tersebut kemudian dicatat sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh 

informan di lapangan. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data pendukung 

dari buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tradisi 

dan hukum Islam. Seluruh data yang diperoleh kemudian digabungkan untuk 

dianalisis dalam penelitian. 
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F. Informan Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan istilah populasi dan 

sampel, tetapi langsung menentukan informan yang akan diwawancarai di 

lapangan. Peneliti memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka 

mengetahui dan terlibat langsung dalam praktik tradisi Pulang Bainduok. 

Informan yang dipilih berjumlah 7 orang, terdiri dari 2 orang ninik mamak, 1 

orang tokoh agama, 1 orang masyarakat adat, serta 3 orang pelaku yang 

melaksanakan tradisi Pulang Bainduok tersebut.       

Peneliti mendatangi masing-masing informan, melakukan wawancara, 

serta menggali informasi sesuai dengan fokus penelitian. Seluruh informan 

dipilih untuk memperoleh data yang sesuai dengan rumusan masalah, sehingga 

nantinya data dapat disajikan berdasarkan rumusan masalah pertama, kedua, 

dan ketiga. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara turun 

langsung ke lapangan menggunakan beberapa langkah. 

1. Observasi 

Peneliti melakukan observasi dengan datang ke lokasi penelitian 

untuk melihat secara langsung pelaksanaan tradisi Pulang Bainduok. 

Peneliti mengamati proses yang terjadi serta mencatat hal-hal penting yang 

berkaitan dengan penelitian. 
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2. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah 

ditentukan. Peneliti menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan 

rumusan masalah, kemudian mengajukan pertanyaan tersebut kepada ninik 

mamak, tokoh agama, masyarakat adat, serta masyarakat yang 

melaksanakan tradisi. Dalam pelaksanaannya, peneliti menyesuaikan 

pertanyaan dengan situasi di lapangan agar informasi yang diperoleh lebih 

mendalam. 

3. Dokumentasi  

Dengan cara mengumpulkan catatan, dokumen, serta data tertulis 

yang berkaitan dengan tradisi Pulang Bainduok dan pernikahan adat. Data 

dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil 

wawancara dan observasi di lapangan.
 
 

 

H. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, Analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

secara kualitatif dengan cara menyeleksi, mengelompokkan, dan menafsirkan 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi hingga 

penelitian selesai. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyeleksi data 

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian memilih data yang 

sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dipilih selanjutnya 

dikelompokkan berdasarkan kesamaan informasi yang berkaitan dengan 

rumusan masalah. 
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Setelah itu, peneliti menyusun dan menyajikan data dalam bentuk 

uraian secara sistematis. Penyajian data dilakukan berdasarkan rumusan 

masalah, yaitu: 

1.  Rumusan masalah pertama tentang praktik pelaksanaan tradisi Pulang 

Bainduok 

2. Rumusan masalah kedua tentang nilai atau makna yang terkandung di 

dalam tradisi Pulang Bainduok, dan  

3. Rumusan masalah ketiga tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi 

tersebut. 

Tahap terakhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang 

telah disusun. Peneliti menghubungkan seluruh data yang diperoleh, kemudian 

menjawab masing-masing rumusan masalah secara jelas. Kesimpulan yang 

dihasilkan diperkuat dengan data yang ditemukan di lapangan sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

BAB I :   PENDAHULUAN  

  Dalam bab ini terdapat uraian latar belakang masalah, batasan 

masalah dan rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penulisan. 

BAB II :  KAJIAN PUSTAKA  

  Pada bab ini menjelaskan mengenai konsep tradisi, tradisi Pulang 

Bainduok, konsep „urf dalam hukum Islam, serta penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB III :  METODE PENELITIAN  

  Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana metode 

penulis dalam melakukan penelitian ini, yang meliputi jenis penelitian 

yang digunakan oleh penulis, pendekatan penelitiannya, lokasi 

penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber 

data, analisis data serta teknik pengumpulan data yang diperoleh oleh 

penulis.  

BAB IV :  HASIL PENELITIAN 

  Bab ini berisi penyajian hasil penelitian serta analisis terhadap 

praktik tradisi Pulang Bainduok berdasarkan tinjauan hukum 

Islam. 

BAB  V :  PENUTUP 

  Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berhubungan 

dengan permasalahan dalam skripsi ini penulis, maka keseimpulan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Tradisi Pulang Bainduok merupakan mekanisme adat yang wajib 

dilaksanakan oleh pendatang yang akan menikah dan menetap di Desa 

Mayang Pongkai. Tradisi ini berfungsi untuk menetapkan identitas adat, 

menentukan suku, serta menetapkan ibu dan ninik mamak sebagai 

penanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat. 

Pelaksanaannya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu Pulang Bainduok bagi 

pendatang yang telah memiliki suku dan bagi pendatang yang belum 

memiliki suku, dengan perbedaan pada proses pengesahan adat dan beban 

biaya. Meskipun terdapat tantangan ekonomi, tradisi ini tetap 

dipertahankan karena berperan penting dalam menjaga keteraturan, 

kejelasan status adat, dan keharmonisan sosial. 

2. Secara filosofis, tradisi Pulang Bainduok mengandung makna 

pembentukan identitas adat, perlindungan sosial, pengakuan keberadaan 

pendatang, serta penguatan ikatan kekeluargaan. Tradisi ini mengikat 

pendatang dengan ninik mamak sebagai pihak yang bertanggung jawab 

dalam pembinaan, penyelesaian konflik, dan pengawasan adat. Melalui 

Pulang Bainduok, pendatang tidak lagi dipandang sebagai orang luar,  
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melainkan sebagai bagian sah dari masyarakat adat, sehingga tercipta 

ketertiban, musyawarah, dan keharmonisan sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

3. Dalam tinjauan hukum Islam, tradisi Pulang Bainduok tidak bertentangan 

dengan syariat. Tradisi ini mengandung nilai-nilai sosial yang sejalan 

dengan ajaran Islam, seperti persaudaraan, musyawarah, tanggung jawab 

sosial, dan kemaslahatan. Berdasarkan kaidah al-„ādah muḥakkamah dan 

prinsip „urf, Pulang Bainduok dapat dikategorikan sebagai „urf ṣaḥīḥ, 

sehingga diperbolehkan dalam Islam dan layak dipertahankan selama tidak 

menimbulkan kemudharatan yang berlebihan dan masih sesuai dengan 

kemampuan masyarakat.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi Pulang Bainduok perlu tetap 

dipertahankan sebagai mekanisme adat untuk menjaga ketertiban sosial dan 

memperkuat ikatan kekerabatan. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan 

secara bijaksana agar tidak memberatkan masyarakat, serta disertai sosialisasi 

bahwa Pulang Bainduok bukan syarat sah pernikahan menurut hukum Islam, 

melainkan kewajiban adat untuk menjaga keharmonisan sosial. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1.  Apa yang bapak/ibu ketahui tentang tradisi Pulang Bainduok? 

2. Apakah bapak/ibu pernah melaksanakan atau terlibat dalam tradisi Pulang 

bainduok? 

3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi Pulang Bainduok menurut pengalaman 

bapak/ibu? 

4. Menurut bapak/ibu apa tujuan dari pelaksanaan tradisi Pulang Bainduok? 

5. Apakah tradisi Pulang Bainduok dianggap wajib dalam pernikahan adat di 

Desa Mayang Pongkai? 

6. Apa akibat sosial atau adat yang bapak/ibu ketahui jika pasangan tidak 

melaksanakan tradisi Pulang Bainduok? 

7. Apakah tradisi Pulang Bainduok menimbulkan beban tertentu bagi pasangan 

yang menikah? 

8.  Menurut pengalaman atau pengamatan bapak/ibu, bagaimana peran ninik 

mamak dalam pelaksanaan tradisi Pulang Bainduok? 

9. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tradisi Pulang Bainduok 

menurut bapak/ibu? 
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